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RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “Peran Ali Sadikin dalam Pengembangan Sektor Maritim di
Indonesia 1963-1966 ini membahas permasalahan pertama yaitu bagaimana Ali
Sadikin muncul sebagai konseptor maritim serta kedua adalah bagaimana
implementasi kebijakan Ali Sadikin di bidang maritim. Tujuan penulisan ini untuk
menginformasikan kepada masayarakat atau pembaca bahwa Ali Sadikin tidak
hanya membangun DKI Jakarta saja sebagai gubernur tetapi juga berperan dalam
pembangunan maritim sekaligus melihat kondisi maritim tahun 1960-an. Penulisan
skripsi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat metode yaitu
pertama, heuristik (pengumpulan sumber) yang terbagi menjadi sumber primer dan
sekunder, kedua adalah kritik sumber, ketiga adalah interpretasi sumber, keempat
adalah historiografi (penulisan sejarah). Sumber data diperoleh dari pencarian
bukti-bukti sejarah yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Depo
Arsip, dan Perpustakaan.

Ali Sadikin diangkat olen Soekarno menjadi Menteri Perhubungan Laut
karena Soekarno yakin bahwa Ali Sadikin mampu menyelesaikan permasalahan
maritim, hal tersebut didukung dengan pemikiran-pemikiran Ali Sadikin perihal
maritim serta latar belakang keluarga yang mengajarkan kedisplinan yang tinggi
serta latar belakang pendidikan di Angkatan Laut dan sekolah-sekolah nonformal
yang pernah ditempuh. Ali Sadikin muncul sebagai konseptor maritim karena
pemikiran-pemikiran maritimnya yang telah memberikan kemajuan maritim
Indonesia.

Selama menjadi Menteri Perhubungan Laut, Ali Sadikin menerapkan
kebijakan dalam bidang perkapalan, bidang pelayaran, dan bidang pelabuhan. Pada
bidang perkapalan, Ali Sadikin menerapkan kebijakan klasifikasi kapal yang
bertujuan untuk menjamin keselamatan kapal-kapal yang melakukan pelayaran
diwilayah lautan Indonesia. Kebijakan Kklasifikasi kapal tersebut akhirnya
memunculkan peraturan tentang pendirian Biro Klasifikasi Indonesia yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertanggungjawab mengeluarkan
sertifikasi klasifikasi kapal tersebut. Bidang pelayaran, Ali Sadikin mengeluarkan
peraturan tentang komunikasi PELNI dan berlaku untuk perusahaan negara lainnya
agar tidak memberikan informasi apapun kepada media perihal perusahaan negara.
Peraturan tersebut diterapakan Ali Sadikin untuk menghindari dan menjaga
perusahaan negara salah satunya PELNI dari ancaman-ancaman konfrontasi yang
saat itu terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Selain masalah komunikasi tersebut,
ternyata Ali Sadikin berhasil mengamankan pelayaran dari sabotase G30S sehingga
saat terjadi gerakan kontra revolusi maka tidak ada satupun kapal yang tersabotase.
Pada bidang pelabuhan, Ali Sadikin melakukan penegasan-penegasan mengenai
persoalan pelabuhan yaitu kesejahteraan buruh pelabuhan agar diperhatikan, selain
buruh ternyata Ali Sadikin juga menunjuk satu orang yang bertanggungjawab
terhadap urusan pelabuhan sehingga dengan itu maka Departemen Perhubungan
Laut lebih mudah dalam pengawasan. Ali Sadikin selama menjadi Menteri
Perhubungan Laut periode 1963-1966 telah memberikan dan membangun pondasi
maritim Indonesia bersama Soekarno.
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SUMMARY

Thesis entitled "Ali Sadikin's Role in Maritime Sector Development in Indonesia
on the period of 1963-1966" was discusses 2 problem of how Ali Sadikin emerged
as a maritime conceptor and how the implementation of Ali Sadikin's policies in the
maritime field. The purpose of this paper is to inform the community or readers that
Ali Sadikin was not only build DKI Jakarta as governor but also play a role in
maritime development as well as to see maritime conditions in the term of 1960s.
The writing of this thesis uses historical method consisting of four methods; which
is: heuristic (source collection) which consist of primary and secondary sources,
criticalsource, interpretation source, and historiography (historical writing).
Sources of data receive from the search for historical evidence and obtained by the
National Archives of the Republic of Indonesia, Depo Arsip, and Library.

Ali Sadikin was appointed by Soekarno to become Minister of Marine
Transportation because Soekarno was convinced that Ali Sadikin was able to solve
the maritime problem, and supported by Ali Sadikin's ideas about maritime as well
as family background that taught him in discipline and educational background in
the Navy and non-formal schools that ever taken. Ali Sadikin emerged as a maritime
conseptor because of his maritime ideas which have give development forprogress
of maritime in Indonesia.

During his time as Minister of Sea Transportation, Ali Sadikin implemented
policies in shipping, sailing, and port fields. In the field of shipping, Ali Sadikin
implements ship classification policies aimed at ensuring the safety of shipping boat
in the Indonesian seas. The classification policy of the boat finally led to a
regulation on the establishment of the Indonesian Classification Bureau which is a
State Owned Enterprise which has the authority to issue ship certification. In the
sailing sector, Ali Sadikin issued a regulation on PELNI communications and
applies this regulation to state enterprises in order not to provide any information
to the media concerning state enterprises. The regulation is applied by Ali Sadikin
to avoid and guard state corporation, which one is PELNI companyfor the threats
of confrontation that happened between Indonesia and Malaysia. In addition to
these communication problems, it turns out that Ali Sadikin also successed to
managed and secure the voyage fromG30S sabotage so that when there is a counter-
revolution movement there’s no one ship can besabotaged. In the field of ports, Ali
Sadikin encourage the affirmation of one of the port issues which concern for the
welfare of port workers, in addition to this labor issue it turns out that Ali Sadikin
also appoints subordinates to take responsibility for the affairs of the port so that
Sea Transportation will be easier in supervision. Ali Sadikin during become The
Minister of Sea Transportation with Soekarno in the period of 1963-1966 was
considered to have succeeded in providing and building a great maritime foundation
for Indonesia.

XX



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan
Skripsi ini membahas peran Ali Sadikin dalam pengembangan sektor kemaritiman
di Indonesia selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut pada masa-masa
akhir pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1963-1966. Pada masa itu pemerintah
sudah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, sehingga
kegiatan pelayaran harus diperkuat untuk mempersatukan wilayah yang satu
dengan yang lainnya. Seperti diketahui bahwa total luas wilayah laut Indonesia
mencapai 5,9 juta km? (belum mencakup landas kontinen). Luas wilayah laut
tersebut terdiri atas 3,2 juta km? perairan teritorial dan 2,7 km? perairan Zona
Ekonomi Ekslusif (ZEE). ? Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State),
Indonesia memiliki 17.505 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km.2 Laut-
laut yang berada di antara pulau-pulau dalam wilayah Indonesia bukanlah faktor
pemisah, melainkan faktor pemersatu dalam mewujudkan kepulauan Nusantara
sebagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan
yang diwujudkan melalui kegiatan pelayaran. Wilayah negara Indonesia
membentang sepanjang 5.100 km dari barat ke timur dan 1.800 km dari utara ke
selatan. Kenyataan tersebut membuat wilayah laut tidak dapat dipisahkan dari
daratan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Secara umum, kegiatan pelayaran di suatu negara kepulauan harus dibina dan
diawasi secara terpadu. Menyikapi hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

membentuk sebuah lembaga internasional khusus bernama “International

2Ridwan Lasabuda, “Pembagunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam
Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia” dalam Jurnal limiah PLATAX
Vol. 1-2, Januari 2013 (http://ejournal.unsrat. ac.id/ index.php/platax, diunduh 12
maret 2017), him. 92.

3 Kasijan Romimohtarto, “Laut Sebagai Sumber Etika Bahari”, dalam
Muhadam Labolo, Kepemimpinan Bahari: Sebuah Alternatif Kepemimpinan
Pemerintahan Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him. 141.
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Maritime Consultative Organization” (IMCO) pada tahun 1948. Lembaga ini
bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota untuk
menjamin keselamatan dan efisiensi pelayaran. # Sebagai negara kepulauan,
Indonesia memerlukan regulasi perhubungan laut yang sangat efektif dan efisien.
Karena pentingnya perhubungan laut, maka dalam Tap IV MPR tahun 1978 jo Tab
MPR No. 11/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
disebutkan bahwa sektor perhubungan laut mempunyai tujuan untuk meningkatkan
produksi jasa, melancarkan arus barang dan perpindahan manusia, serta pembinaan
kesatuan bangsa dan negara.®
Laut adalah suatu keluasan air yang melebar di antara benua dan gugusan
pulau-pulau di dunia yang sejak dahulu menjadi salah satu sumber permasalahan
hukum, tak terkecuali di wilayah Indonesia. Persoalan terkait upaya penegakkan
hukum dan kedaulatan Indonesia di laut merupakan permasalahan yang paling
menonjol.® Di sisi lain, konsep tanah air tidak lagi memandang laut sebagai pemisah
bangsa dan pemecah seperti zaman kolonial, tetapi harus dipergunakan sebagai alat
pemersatu bangsa dan wadah pembangunan nasional. Prinsip tentang satu kesatuan
nusantara Indonesia ini telah lama dianut oleh pemerintah dan rakyat Indonesia
sejak pencetusan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.”
Sebelum Indonesia merdeka, pihak pemerintah kolonial Hindia
Belanda menerapkan konsep “pulau demi pulau” bagi wilayah kepulauan
Nusantara. Berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie yang
dikeluarkan pada tahun 1939, pemerintah kolonial menetapkan lebar teritorial laut

hanya tiga mil dan setiap pulau memiliki luas yang sama.® Ordonansi Hindia

* Wiwoho Soedjono, Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan
Wawasan Nusantara (Jakarta: Bina Aksara, 1983), him. 50.

®Soedjono, Pengangkutan Laut, him. 7.
®Soedjono, Pengangkutan Laut, him. 15.

'Soedjono, Pengangkutan Laut, him. 19.

8 Tommy H. Purwaka, Pelayanan Antar Pulau Indonesia: Suatu Kajian
Tentang Hubungan Antara Kebijaksanaan Pemerintah Dengan Kualitas
Pelayanan Pelayaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), him. 6.



Belanda 1939 tentang teritorial laut mulai tidak digunakan sejak pemerintah
Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957.° Deklarasi Djuanda
mengandung prinsip tentang konsepsi negara Maritim “Nusantara”, sehingga
melahirkan konsekuensi bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankannya
hingga mendapatkan pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda merupakan
landasan struktural dan legalitas bagi proses integritas nasional Indonesia sebagai
negara maritim. Pasca pencetusan deklarasi ini, usaha-usaha pemerintah Indonesia
untuk menguasai lautan mulai dilaksanakan secara masif. Pemerintah Indonesia
melalui Departemen Perhubungan Laut berhasil mengambil alih perusahaan
pelayaran Belanda bernama N.V KPM (Namloze Vennootschaps Koninklije
Pakevaart Matschappij) dan merubahnya menjadi perusahaan nasional dengan
nama PELNI.

PELNI merupakan perusahaan pelayaran nasional Indonesia yang melayani
transportasi pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Pendirian PELNI didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri
Pekerjaan Umum pada tanggal 5 September 1950 yang berisi tentang pendirian
yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).X° Pendirian PEPUSKA ini
dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Indonesia agar perusahaan pelayaran
Belanda yang bernama N.V K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij) berubah
menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah
meminta KPM untuk menggunakan bendera Indonesia ketika melakukan pelayaran,
namun KPM menolaknya. Walaupun KPM dan PEPUSKA berlayar bersama,
namun dirasa tidak seimbang mengingat KPM sudah berpengalaman dalam
pelayaran setengah abad lamanya.'! Karena persaingan yang tidak seimbang, maka
PEPUSKA dibubarkan pada 28 April 1952. Pada tanggal yang sama, pemerintah
mendirikan PELNI berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor

Soedjono, Pengangkutan Laut, him. 18.

OProfil Perusahaan PELNI” (www.pelni.co.id, diakses pada 20 Agustus
2017).

11“Kalah Saing dengan Penerbangan Bisnis: PT. Pelni Jadi Ngos-Ngosan”
(www.rmol.com, diakses pada 20 Agustus 2017).



M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952 serta
Berita Negara Indonesia No0.50 tanggal 20 Juni 1952. Berdasarkan keputusan
tersebut, pemerintah mengangkat R. Ma'moen Soemadipraja sebagai Presiden
Direktur PELNI pertama untuk periode tahun 1952-1955. Sebagai modal awal,
pemerintah menyerahkan delapan kapal milik PEPUSKA kepada PELNI.
Pemerintah juga memberikan bantuan pembelian kapal dari Eropa melalui Bank
Ekspor Impor. Sebelum pesanan kapal tersebut tiba, PELNI diperkenankan
melakukan penyewaan kapal-kapal asing untuk mengisi pelayaran jalur KPM
sebelumnya.!?

Pada masa-masa awal, PELNI memulai pelayaran dengan bermodalkan kapal
yang telah digunakan terlebih dahulu oleh PEPUSKA dengan jalur pelayaran yang
juga dilayani oleh KPM. Namun modal awal tersebut dinilai masih kurang,
sehingga Bank Ekspor Impor menyediakan modal untuk pembelian kapal dari
Eropa Barat. Perlu diketahui bahwa hingga tahun 1955, KPM telah menguasai
hampir keseluruhan kegiatan pelayaran antar pulau, sementara PELNI hanya
berhasil mengontrol 20% area kegiatan pelayaran. Ketika kondisi politik antara
Indonesia dan Belanda sedang memanas akibat konfrontasi politik tentang Irian
Barat, pemerintah Indonesia (didukung aksi para buruh sejak tahun 1957) berhasil
mengambil alih KPM secara penuh pada tahun 1958.%

Sebagai perusahaan pelayaran nasional, aktivitas PELNI sangat dipengaruhi
oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada tanggal 4 April 1961 PELNI mendapat
status perusahaan negara, sehingga kebijakan atau campur tangan pemerintah mulai
dirasakan sangat kuat di dalam PELNI.'* Pemerintah Indonesia merasa harus ikut
campur dikarenakan status PELNI memang sudah menjadi perusahaan negara.

Namun demikian, pemerintah menganggap bahwa keuntungan perusahaan PELNI

12 Cintha Estria, “Evaluasi Sistem Penanggulangan Kebakaran di Kapal
Penumpang KM. Lambelu, PT. Pelayaran Nasional Indonesia” (Skripsi Pada
Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008).

13Thee Kian Wie, Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai
1990-an, terjemahan Koesalah Soebagyo Toer (Jakarta: Kompas, 2005), him. 12.

“Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.



bukanlah suatu prioritas. Hal paling penting pada saat itu adalah pengakuan
keberadaan PELNI di mata pemerintah sosialis dimana pemerintah memegang
peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi.®
Pemerintah juga menyadari bahwa aspek pelayaran nasional memberikan dampak
yang menguntungkan karena menyangkut stabilitas nasional. Mengingat sebagian
besar wilayah Indonesia adalah laut, maka banyaknya kapal-kapal untuk
pengangkutan barang dan penumpang antar daerah dapat memberikan kelancaran
dalam proses perekonomian serta mampu memberikan kemudahan dalam proses
pemerintahan antara wilayah pusat dan daerah.®

Departemen Perhubungan Laut memiliki peran yang besar dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim. Peranan ini tidak terlepas
dari kenyataan bahwa pelayaran yang baik akan mampu menciptakan kesejahteraan
bagi rakyat Indonesia. Pada 24 November 1963, Presiden Soekarno mengangkat
Jendral Ali Sadikin menjadi Menteri Perhubungan Laut karena kemampuannya
dalam menangani urusan laut.” Ali Sadikin tidak mengetahui alasan yang pasti
mengapa Soekarno memilih dirinya untuk menjadi menteri. Pada masa jabatannya
sebagai Menteri Perhubungan Laut, Ali Sadikin telah menyusun dan menerapkan
konsepsi kemaritiman yakni mengatur wilayah laut sesuai yang telah dimaksudkan
oleh Deklarasi Djuanda 1957.®

Jika melihat kondisi dan situasi politik tahun 1960-an seperti peristiwa
perebutan wilayah Irian Barat antara negara Indonesia dan Belanda serta
konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang disebabkan karena pendirian

Howard W. Dick, Industri Pelayaran Indonesia: Kompetensi dan Regulasi,
terjemahan Burhanuddin A dan Mamad H (Jakarta: LP3ES, 1989), him. 125.

16«Amanat Pejabat Presiden Dr. Leimena Pada Rapat Kerja Perhubungan
Laut di Jakarta 13 Oktober 1964” (Arsip Nasional Republik Indonesia).

17 «Amanat PJM Soekarno Pada 24 November 1963” (Arsip Nasional
Republik Indonesia).

18 Arrohman Prayitno dkk, Ali Sadikin Visi dan Misi Sebagai Perjuangan
Bangsa (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004), him. 63.



negara Federasi Malaysia, maka peran pelayaran nasional dapat dijadikan sebagai
alat revolusi negara. Secara umum, musuh-musuh dari revolusi tersebut merujuk
pada pihak-pihak yang mendukung imperialisme dan kolonialisme. '° Faktor
pemimpin dan kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi pembangunan suatu
bangsa. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu bangsa dipengaruhi oleh
sosok pemimpin.2® Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
skripsi ini berfokus pada peran Ali Sadikin sebagai Menteri Perhubungan Laut
periode 1963-1966. Pertanyaan penelitian yang diajukan untuk dibahas yaitu:
Pertama, bagaimana Ali Sadikin muncul sebagai konseptor maritim. Kedua,

bagaimana implementasi kebijakan Ali Sadikin di bidang maritim.

B. Ruang Lingkup

Penelitian ilmiah memerlukan ruang lingkup untuk menghindari terjadinya
pembahasan yang meluas.?! Pada penulisan sejarah, ruang lingkup dibagi menjadi
tiga bagian yaitu ruang lingkup temporal, spasial, dan keilmuan. Ruang lingkup
temporal berkaitan dengan waktu penelitian yang ditulis, ruang lingkup spasial
adalah batasan geografis atau wilayah penelitian, dan ruang lingkup keilmuan
merupakan batasan aspek-aspek yang diteliti.

Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini mencakup tahun 1963-1966.
Tahun 1963 menjadi awal pembahasan karena merupakan masa Ali Sadikin
diangkat menjadi Menteri Perhubungan Laut sekaligus masa-masa terjadinya
perang laut Arafuru. Tahun 1966 dijadikan batas akhir pembahasan karena tahun
tersebut merupakan masa meredanya konflik (konfrontasi) antara Indonesia dan

Malaysia yang melibatkan sektor kemaritiman dalam konfrontasi tersebut,

19«penjelasan-Penjelasan Manipol Usdek”, dalam Bahtera Ampera No. XII,
Desember 1963, him. 12,

200nong Uchjana, Kepemimpinan dan Komunikasi (Bandung: Mandar Maju,
1992), him. 1.

2L Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta:
Gramedia, 1977), him. 28.



sekaligus berakhirnya masa pemerintahan Ali Sadikin sebagai Menteri
Perhubungan Laut.

Ruang lingkup spasial dalam skripsi ini adalah nasional. Skripsi ini berfokus
pada peran Menteri Perhubungan Laut Republik Indonesia Ali Sadikin pada era
Soekarno, tepatnya pada masa Kabinet Kerja 1V (sesudah dekrit Presiden 5 Juli
1959), Kabinet Dwikora, dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Ruang
lingkup keilmuan pada penelitian ini masuk dalam kategori ilmu maritim dan
politik. Kategori maritim dalam skripsi ini berfokus pada keadaan Indonesia yang
merupakan wilayah perairan sehingga pelayaran sangat berperan dalam
kesejahteraan wilayah Indonesia. Sementara itu kategori keilmuan politik dalam
skripsi ini berfokus pada perebutan wilayah Nusantara maritim yang ingin dikuasai

oleh pihak asing serta menjadikan pelayaran sebagai alat revolusi bangsa.??

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui visi maritim Indonesia tahun 1960-
an sekaligus peran Ali Sadikin dalam pengembangan dunia maritim tahun 1963-
1966. Selain itu, penelitian skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui peristiwa
Laut Arafuru dalam perebutan Irian Barat dan membahas pentingnya sektor
kemaritiman dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Hal ini karena bidang maritim
sangat penting bagi Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan.
Bidang kemaritiman dapat memberikan manfaat apabila Indonesia mampu
memanfaatkannya dengan baik.

Mengacu pada dua permasalahan utama yang telah disebutkan di atas,
penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sosok Ali Sadikin yang muncul
sebagai konseptor maritim dan mengindentifikasi implementasi kebijakan Menteri
Ali Sadikin dalam pengembangan sektor kemaritiman Indonesia pada tahun 1963-
1966.

22 Asca Putera, “Peranan PELNI Pada Perjuangan Trikora dan Dwikora”
(Skripsi pada Program Sarjana Fakultas [iImu Budaya Universitas Indonesia, 2012).



D. Tinjaun Pustaka
Sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan beberapa buku yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
Pustaka pertama yaitu buku berjudul Ali Sadikin Visi dan Perjuangan sebagai Guru
Bangsa yang ditulis olen Arrohman Prayitno dkk.?® Buku ini mengulas tentang
sosok Ali Sadikin sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, dibahas
pula sosok Ali Sadikin sebagai Menteri Perhubungan Laut secara umum.
Berdasarkan pandangan Ali Sadikin, perilaku, konsep, dan teori manajemen
kepemimpinan merupakan hal-hal yang dapat diperoleh oleh siapapun selama
individu tersebut mampu membuka hati dan pikiran untuk belajar sehingga
kesempatan untuk menjadi pemimpin tetap terbuka. Ali Sadikin hanyalah manusia
biasa yang pastinya memiliki kekurangan. Menurut pandangan pribadi Ali Sadikin,
kelemahan terbesar dalam dirinya adalah sikap cepat marah atau emosi yang mudah
meledak, walaupun tetap berusaha untuk meminimalisir kelemahannya tersebut.
Sosok Ali Sadikin memiliki sifat yang sangat halus dan peka terhadap
ketidakadilan, sehingga tidak akan pernah marah tanpa suatu alasan yang jelas. Ali
Sadikin memiliki lima ciri kepemimpinan yaitu: Pertama, bersikap inkonvensional
dan senantiasa mengutamakan responsibilitas, akuntabilitas, dan transparasi.
Kedua, responsif dan selalu terlibat aktif. Ketiga, adanya desakan yang kuat dan
mendasar dari dalam diri Ali Sadikin untuk selalu melakukan perbaikan dan
evaluasi. Keempat, senantiasa menerapkan pola hubungan interpersonal kepada
seluruh stafnya. Kelima, bersikap tanpa kompromi (jarang berubah pendirian).?
Berdasarkan ulasan tersebut, penulis menganggap bahwa buku ini mampu
memberikan gambaran yang relevan terkait sosok kepemimpinan Ali Sadikin.
Pustaka kedua adalah buku berjudul The Java Sea Network: Patterns in the
Development of Interregional Shipping and Trade in Process of National Economic

Integration in Indonesia, 1870s-1970s karya Singgih Tri Sulistiyono.? Buku ini

23Prayitno, Ali Sadikin.
24Prayitno, Ali Sadikin, him. 40.

25 Singgih Tri Sulistiyono, The Java Sea Network: Patterns in The
Development of Interregional Shipping and Trade in The Process of National



merupakan sebuah disertasi dan hasil penelitian yang menggunakan metode
penelitian sejarah yang bertujuan untuk melacak pasang surut perkembangan
pelayaran dan perdagangan antar daerah dalam proses integrasi ekonomi Indonesia
dari tahun 1870-an sampai tahun sekitar 1970 yang terjadi di Jaringan Laut
Jawa. Pemerintah Indonesia berusaha membangun pelayaran nasional dengan
memanfaatkan keberadaan pelayaran KPM milik Belanda agar perkembangannya
dapat diminimalisir dan dinasionalisasikan menjadi Pelayaran Nasional Indonesia
secara perlahan.?® Adanya persaingan perdagangan laut antara pelayaran swasta
dan Singapura membuat Singapura memiliki posisi yang sangat penting. Kondisi
itu mengakibatkan ketidakseimbangan jaringan Laut Jawa yang cenderung berpusat
di Singapura. Peralihan kekuasaan dari Soekarno menjadi Soeharto juga
memberikan dampak terhadap perubahan kebijakan mengenai hubungan Indonesia
dengan Singapura. Pada awalnya, pemerintah Soekarno berusaha menghilangkan
peranan Singapura dalam pelayaran Indonesia, namun pada masa Soeharto,
kebijakan revitalisasi tersebut justru berusaha untuk dihilangkan. Keadaan ini
mengakibatkan kerugian yang besar bagi Pulau Jawa. Jawa yang pada awalnya
menjadi pesaing Singapura berubah mejadi subordinasi Singapura. Berdasarkan
uraian tersebut, disertasi ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena
dapat memberikan gambaran pelayaran pasca kolonial.

Pustaka ketiga adalah buku berjudul Hukum Laut Khusus Tentang
Pengangkutan Kapal di Indonesia yang ditulis oleh Wiwoho Soedjono dkk.?” Buku
ini menjelaskan tentang kegiatan pengangkutan laut di Indonesia pada tahun 1964
secara umum. Periode tersebut masuk dalam tahun yang menjadi pembahasan
dalam penelitian skripsi ini. Secara garis besar, hukum pengangkutan laut
didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan
pengangkutan barang dan atau jasa orang menyeberangi laut. Pengangkutan

Economic Intergration in Indonesia 1870s-1970s (Disertasi pada Program Doktor
Universitas Leiden, 2003).

6Sulistiyono, The Java.
2"\Wiwoho Soedjono, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang di
Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1986).
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merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu
tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat
penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. The Hague Rules 1924
tentang pengangkutan laut menerangkan bahwa perjanjian pengangkutan (contract
of carriage) berlaku untuk perjanjian pengangkutan yang dimuat dalam bill of
lading atau di dalam bentuk dokumen yang lain sepanjang dokumen itu memiliki
hubungan dengan pengangkutan barang di laut. Perjanjian pengangkutan barang
melalui laut dimaknai sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut
(perusahaan pelayaran) dengan pengirim (pemilik barang), di mana pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang melalui laut
dengan memakai kapal laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan
selamat (aman dan utuh), sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar
biaya pengangkutan tersebut.

Pihak pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dapat dikatakan
sudah mengakui menerima barang-barang dan sanggup untuk membawanya
ke tempat yang telah ditunjuk serta menyerahkannya kepada orang yang
dimaksudkan. Meskipun pada hakikatnya perjanjian pengangkutan harus tunduk
pada pasal-pasal yang menjadi bagian umum dari perjanjian KUH Perdata, namun
dalam undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan
untuk  kepentingan umum guna membatasi kebebasan dalam hal
membuat perjanjian pengangkutan. Regulasi tersebut meletakkan berbagai
kewajiban khusus kepada pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam
perjanjian. Berdasarkan ulasan tersebut, buku ini memiliki relevansi dengan
penelitian karena pada penelitian terdapat pula pembahasan pelayaran di wilayah
Nusantara yang berhubungan dengan hukum laut yang berlaku pada saat itu.

Pustaka keempat adalah buku berjudul Sejarah Maritim Indonesia karya Abd.
Rahman Hamid.?® Buku ini memaparkan tentang pentingnya aspek maritim dalam
perjalanan bangsa Indonesia. Sejak mengenal perdagangan laut di Asia pada abad

1 M, Nusantara bagian barat telah merasakan manfaat perdagangan maritim

28 Abd Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia (Yogyakarta: Ombak,
2013).
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sekaligus terjadi alih proses pengetahuan dan kreasi teknologi perkapalan. Hasil
studi seorang sejarawan Meilink-Roelofs pada tahun 1962 mengungkapkan bahwa
perdagangan pada masa itu sudah mulai besar. Hal itu ditandai dengan adanya
perdagangan lada yang menggunakan kapal bermuatan besar. Kerajaan-kerajaan
Nusantara pernah berjaya dalam memanfaatkan potensi kelautan. Namun demikian,
hal tersebut tidak bertahan lama karena adanya peralihan orientasi ke darat serta
intervensi bangsa asing dalam merebut ruang pelayaran dan perdagangan sehingga
mengakibatkan keruntuhan kekuatan maritim pribumi. Buku ini memiliki relevansi
dengan penelitian penulis karena mampu memberikan gambaran mengenai
kekuatan maritim yang bisa dimanfaatkan dan berdampak positif bagi kesejahteraan
rakyat Indonesia.

Pustaka kelima adalah buku berjudul Pengantar Sejarah Maritim Indonesia
yang ditulis oleh Singgih Tri Sulistiyono.?° Buku ini memaparkan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa bahari yang kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari laut.
Pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia belum memiliki pelayaran nasional.
Pelayaran di Indonesia didominasi oleh pelayaran Belanda yang bernama KPM.
Pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan KPM terkait dengan
pelayaran di Indonesia, namun karena perudingan tersebut gagal maka pemerintah
Indonesia mendirikan PELNI. Persaingan yang muncul antara PELNI dan KPM
selain disebabkan oleh persaingan ekonomi juga disebabkan oleh permasalahan
politik karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada pemeritahan
Indonesia. Pada tahun 1957, KPM diusir dari Indonesia dan meninggalkan 16.000
karyawan. Seluruh mantan karyawan KPM kemudian ditampung oleh PELNI.*
Buku ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian penulis karena dapat
mengantarkan untuk memasuki babak maritim di Indonesia. Selain itu, buku ini

juga memberikan gambaran mengenai pelayaran di Indonesia setelah kemerdekaan.

29Singgih Tri Sulistiyono, Pengantar Sejarah Maritim Indonesia (Jakarta:
Depdiknas, 2004).
30Sulistiyono, Pengantar Sejarah, him. 252.
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E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah
penelitian atau dapat dikatakan sebagai landasan suatu penulisan agar langkah yang
ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.®* Kerangka pemikiran digunakan
untuk menjelaskan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Skripsi ini
mengangkat tentang Indonesia sebagai negara maritim sekaligus pemerintahan Ali
Sadikin di Departemen Perhubungan Laut pada tahun 1963-1966. Skripsi ini dapat
dikategorikan sebagai sejarah maritim dan sejarah politik, sehingga memiliki
pendekatan-pendekatan terhadap teori maritim serta teori politik. Menurut
Budiardjo, teori adalah generalisasi yang bersifat abstrak mengenai beberapa
fenomena. Proses penyusunan suatu generalisasi teori senantiasa menggunakan
konsep-konsep. Konsep tersebut lahir dalam pikiran manusia yang bersifat
abstrak.3? Paradigma negara maritim memandang laut sebagai suatu keunggulan.®
Selain menggunakan teori maritim dan teori politik, penelitian ini juga
menggunakan konsep peran, pengembangan, sektor, dan kemaritiman yang
berkaitan dengan pembahasan mengenai peran Ali Sadikin dalam pengembangan
sektor kemaritiman. Dalam Oxford English Dictionary, istilah negara maritim
(maritime state) mengarah pada hal yang berkaitan dengan kekuatan armada dan
angkatan laut.®* Seorang sejarawan maritim Amerika Serikat Alfred Thayer Mahan
merumuskan enam elemen pendukung suatu negara dapat berkembang menjadi
negara maritim. Enam elemen tersebut dibagi menjadi dua bagian. Tiga elemen
pertama berkaitan dengan kondisi alam yang meliputi posisi geografi (geographical
Position), kondisi wilayah (physical conformation), dan luas wilayah teritorial
(extent of territory), sedangkan tiga elemen kedua berkaitan dengan aspek

penduduk yang meliputi jumlah penduduk (number of population), karakter atau

31K oentjaraningrat, Metode-metode, him. 65.

2P, Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik (Yogyakarta: Graha llmu, 2012),
him. 14.

BDahuri, “Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai
Negara Maritim”, (www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh 17 Agustus 2017).
$Hamid, Sejarah Maritim, him. 23.
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kebijakan nasional (national character), dan kebijakan pemerintah (character of
the governmental).®®

Sejarah maritim merupakan salah satu bidang sejarah yang membahas segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan aktivitas manusia di bidang
kelautan. *® Historiografi karya Adrian B. Lapian merupakan salah satu karya
historiografi dalam bidang maritim yang mampu memicu penelitian-penelitian
lanjutan terhadap bidang maritim. Karya itu juga mampu memberikan suatu sudut
pandang kemaritiman dalam memahami sejarah Indonesia. Pendekatan sejarah
maritim Indonesia selalu melihat seluruh wilayah perairannya sebagai pemersatu
yang menghubungkan ribuan pulau yang tersebar diseluruh wilayah. Wilayah
tersebut merupakan suatu kesatuan sistem dari berbagai satu kesatuan bahari. J.C
Van Leur membawa wawasan maritim Alfred Thayer Mahan tentang kepuluan
Indonesia. Wawasan maritim Alfred Thayer Mahan terhadap sejarah VOC di
Indonesia mengungkapkan bahwa peranan VOC merupakan kekuatan maritim yang
terbesar. Meskipun demikian, Verhoeven menguraikan bahwa peranan VOC pada
awalnya hanyalah sebagai alat perang yang bergerak dilautan.*’

Perbincangan mengenai teori maritim Alfred Thayer Mahan memunculkan
dua istilah penting dalam sejarah maritim, yaitu sea power dan naval power. Sea
power mengacu pada pengawasan menyeluruh terhadap lautan, sedangkan naval
power mengacu pada angkatan bersenjata yang terorganisir di lautan.® Politik
secara umum lebih memunculkan gambaran sebuah konflik sebagai proses
pembuatan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan yang berkaitan erat dengan

konflik itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena dari beberapa bentuk perjuangan di

$Hamid, Sejarah Maritim, him. 27.

%3ulistiyono, Pengantar Sejarah, him. 2.

3" Yuliati, “Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva
Jayamahe)”, dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 27,
No. 2, 2014 (http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5523/2178,
diunduh 23 September 2017).

BHamid, Sejarah Maritim, him. 27.
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antara manusia yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kehendaknya dan
keinginannya terdapat berbagai cara yang dilakukan dan dipaksakan.®

Menurut Budiharjo, apabila ilmu politik ditinjau dalam kerangka pemikiran
yang lebih luas yakni sebagai pembahasan rasional dari berbagai aspek negara,
maka keberadaan ilmu politik jauh lebih tua usiannya. Hal ini tercermin pada masa
Yunani Kuno tentang pemikiran-pemikiran negara yang dimulai sejak tahun 450
SM melalui karya-karya ahli sejarah seperti Herodotus atau filsuf-filsuf seperti
Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).*? Politik cenderung berkaitan
dengan kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan
umum (public policy), dan alokasi nilai-nilai (allocations of value). Secara harfiah,
politik berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “polis” yang berarti “kota” atau
“Negara Kota”. Dari istilah polis ini berkembang konsep polites yang memiliki arti
warga negara dan konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Berdasarkan
penjelasan etimologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan
sesuatu yang berhubungan dengan warga negara pada suatu negara kota. Sementara
itu dalam bahasa Inggris, politik merujuk pada istilah politics yang memiliki makna
kebijaksanaan (policy), sehingga apabila pengertian akar dari dua bahasa yang
berbeda tersebut digabungkan, politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan
sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga
negara dalam suatu negara kota.*!

Banyak pendapat-pendapat lain mengenai pengertian politik. Harold D
Laswell mengungkapkan bahwa politik merupakan suatu proses dalam bentuk
“siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (Who Gets, What, When dan
How). Hans J Morgenthau berpendapat bahwa politik itu adalah “pertarungan untuk
mendapatkan kekuasaan”, sedangkan David Easton merumuskan politik sebagai
pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan,

serta konflik yang kesemuanya tidak ada yang salah karena pandangan tersebut

39Sitepu, Teori-teori, him. 1.

40Sjtepu, Teori-teori, him. 2.
“Sitepu, Teori-teori, him. 4.
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merupakan pemahaman seseorang tentang politik. Pada hakekatnya, politik adalah
kekuasaan (power) atau dengan kata lain merupakan instrumen yang mengatur
masyarakat agar tetap taat dan tunduk pada aturan yang dapat diatur dengan
menggunakan kekuasaan. Politik juga berhubungan dengan perjuangan untuk
mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, dan
menggunakan kekuasaan. Terdapat lima pandangan politik seiring dengan
perkembangannya, yaitu Pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh
warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua,
politik adalah segala kegiatan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara
dan pemerintahan. Ketiga, politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk
mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik
adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
umum. Kelima, politik adalah suatu konflik dalam rangka mencari dan
mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.*?

Pada bagian berikut ini akan dipaparkan mengenai konsep peran. Menurut
Biddle dan Thomas, peran memiliki arti serangkaian rumusan yang membatasi
perilaku-periaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Berdasarkan
KBBI 1989, peran didefinisikan sebagai bagian tugas utama yang harus
dilaksanakan. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis
dari suatu kedudukan (status) dimana seseorang melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sehingga seseorang tersebut dapat
melaksanakan perannya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peran adalah
perilaku seseorang yang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.
Perilaku tersebut merujuk pada sosok Ali Sadikin dalam menjalankan peran sebagai
Menteri Perhubungan Laut.*?

Pengembangan menurut Seels dan Richey adalah proses menerjemahkan atau
menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar,

“2Sitepu, Teori-teori, him. 4.
43Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press,
2012).
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terencana, terarah, untuk membuat atau memperbaiki sektor kemaritiman yang
dilakukan secara sadar oleh Ali Sadikin demi menciptakan kualitas atau mutu
kemaritiman yang baik. * Teori sektor menurut KBBI Kemendikbud adalah
lingkungan suatu usaha, sehingga usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
usaha kearah kemaritiman atau hal-hal yang berkaitan dengan maritim.* Teori
maritim, teori politik, dan pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan di atas
dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Indonesia
sebagai wilayah maritim pada masa pemerintahan Ali Sadikin. Wilayah Indonesia
yang sebagian besar adalah wilayah lautan, memerlukan strategi-strategi pelayaran
yang baik agar mampu menghubungkan antara wilayah Indonesia serta pelayaran-
pelayaran asing yang mendominasi perairan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah
berusaha menerapkan strategi politik agar memberikan keuntungan bagi
pemerintahan dan mengatur kebijakan-kebijakan kapal yang berlayar di wilayah

Indonesia.

F.Metode Penelitian

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan menggunakan metode sejarah. Metode
sejarah dapat digunakan oleh sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa
lampau. Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip serta aturan yang sistematis
yang mampu membantu sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber
penelitian, menilai secara kritis, serta menciptakan sintesis dalam hasil bentuk
tulisan ilmiah.*® Metode penelitian sejarah dibagi menjadi empat tahapan yaitu

sebagai berikut:

4 Alim Sumarno, Penelitian Kausalitas Komparatif (Surabaya: Elearning
Unesa, 2012).

#5«kBBI Kemendikbud” (https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses 20 Agustus
2017).

%6 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer
(Bandung: Mega Bookstore, 1964), him. 11.
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1. Heuristik

Heuristik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah yaitu proses pengumpulan
sumber penelitian untuk penulisan sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah yang dikumpulkan harus
relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber yang memuat informasi dari pelaku ataupun
saksi dari peristiwa tersebut. Pada penelitian ini, sumber primer yang digunakan
meliputi majalah Bahtera Ampera yang memuat pidato Menteri Perhubungan Laut
Ali Sadikin yang didapatkan dari arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
berita dari koran Kompas yang berisi kegiatan yang dilakukan Ali Sadikin saat
menjabat Menteri Perhubungan Laut yang diperoleh dari Pusat Informasi Kompas
Jawa Tengah, berita kegiatan Menteri Perhubungan Laut Ali Sadikin yang didapat
dari koran Sinar Harapan milik arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
pidato Soekarno saat melantik Ali Sadikin yang didapatkan dari Arsip Nasional
Repubik Indonesia, foto-foto Ali Sadikin yang diperoleh dari Arsip Nasional
Republik Indonesia dan Depo Arsip Kementerian Perhubungan di Bandung,
dokumen surat keputusan menteri, serta dokumen surat keputusan Presiden
Soekarno.

Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi sumber
primer. Sumber sekunder dapat berupa buku yang mempunyai relevansi dengan
penelitian, disertasi, tesis, skripsi, karya tulis ilmiah, atau jurnal-jurnal. Sumber
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari telaah pustaka di
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), Perpustakaan
Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan) gedung C lantai 3,
Direktorat Sejarah di gedung E Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan), Pusat Dokumentasi HB. Jassin Cikini, Perpustakaan umum DKI
Jakarta Cikini, Perpustakaan Bappenas, Perpustakaan Kementerian Perhubungan di
Jakarta, Depo Arsip Kementerian Perhubungan di Bandung, Perpustakaan Batu Api
di Bandung yang merupakan Perpustakaan Sejarah milik alumni sejarah Universitas

Padjajaran, Perpustakaan Universitas Indonesia, Kompas Jawa Tengah, Suara
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Merdeka, Depo Arsip Jawa Tengah, Perpustakaan Sejarah Undip, Perpustakaan
Fakultas 1lmu Budaya (FIB) Undip, dan Perpustakaan Widya Puraya Undip.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah tahap kedua dalam penelitian sejarah. Kritik sumber
digunakan untuk mengetahui kredibilitas sumber yang didapatkan oleh penulis.
Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik
internal adalah proses yang dilakukan untuk mempelajari isi sumber apakah relevan
dengan penelitian serta apakah benar dikeluarkan oleh instansi terkait yang
mengeluarkan data.*’ Sementara itu, kritik eksternal merupakan kritik sumber
dengan meninjau kondisi fisik sumber apakah kertas yang digunakan sesuai dengan
kertas sezaman. Pada penelitian ini penulis tidak melakukan kritik eksternal karena

sumber-sumber didapatkan dari instansi negara yang terkait kredibilitasnya.

3. Interpretasi Sumber

Interpretasi adalah suatu usaha untuk memahami fakta sejarah serta memilih fakta
mana saja yang dapat digunakan dari sumber-sumber sejarah yang sudah melalui
proses kritik internal dan eksternal. Intrepetasi sumber digunakan untuk memahami
makna sesungguhnya yang didapatkan dari sumber-sumber. Fakta-fakta tersebut
kemudian disusun secara kronologis dan menciptakan hubungan sebab akibat

4. Historiografi

Historiografi adalah proses terakhir dari penelitian sejarah yaitu proses penulisan
sejarah. Fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber-sumber disusun menjadi
sebuah penulisan ilmiah. Objektivitas sangat diperlukan walaupun subjektifitas
tidak bisa dihindari (namun dapat diminimalisir). Peranan imajinasi dan kreativitas
sangat diperlukan dalam penulisan sejarah sehingga dapat menghasilkan suatu

karya sejarah yang baik dan benar.

47ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Susanto (Jakarta:
Ui Press, 1985), him. 112.
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G. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi “Peran Ali Sadikin dalam Pengembangan
Sektor Maritim di Indonesia 1963-1966" terdiri dari lima bab. Bab | merupakan bab
pendahuluan yang berisi subbab latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup,
tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian,
sistematika penulisan. Bab 11 berisi uraian mengenai visi maritim Indonesia tahun
1960-an yang terdiri dari subbab visi maritim Indonesia menurut Soekarno.
Soekarno sudah sejak lama menyadari bahwa potensi Indonesia dalam bidang
maritim perlu dikembangkan karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan
wilayah lautan. Melalui visi maritim, seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat
terjangkau dengan baik. Visi maritim yang diungkapkan oleh Soekarno tidak
terlepas dari cita-citanya tentang masa depan yakni membangun negara yang
berdaulat dari Sabang sampai Merauke, membangun masyarakat yang adil dan
makmur, serta menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa sehingga
mampu menciptakan tatanan dunia baru yang damai tanpa [ ‘exploitation de nation
par nation. Subbab kedua dalam Bab ini mengulas tentang visi maritim Indonesia
berdasarkan pembentukan Nasional Semesta berencana 1961-1969 yang tercantum
dalam Ketetapan MPRS guna merealisasikan cita-cita Indonesia sesuai dengan
Undang-Undang Dasar. Subbab ini juga membahas faktor maritim, khusunya yang
berkaitan dengan perhubungan laut. Faktor tersebut merupakan alat yang dapat
digunakan untuk memeratakan keadaan ekonomi di wilayah Indonesia serta
menunjang hubungan politik dan pemerintahan dengan wilayah lainnya. Subbab
ketiga dalam Bab ini adalah visi maritim Indonesia berdasarkan Deklarasi Ekonomi
Indonesia tahun 1963. Deklarasi Ekonomi Indonesia merupakan contoh nyata dari
manifesto politik yang disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya tanggal 17
Agustus 1959 tentang visi maritim. Keberadaan visi maritim yang telah
dicantumkan dalam ketetapan MPRS dan Deklarasi Ekonomi secara tidak langsung
mengartikan bahwa bidang kemaritiman merupakan hal yang sangat vital untuk
Indonesia.

Bab I1l menjelaskan mengenai sosok Ali Sadikin serta peristiwa maritim yang

terjadi di Indonesia. Ali Sadikin merupakan sosok pria tegas yang sangat
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mengagumi Soekarno. Ali Sadikin sempat menjadi Angkatan Laut Republik
Indonesia yang kemudian menjadi awal karirnya untuk terjun di dunia kemaritiman
hingga mengantarkannya menjadi Menteri Perhubungan Laut tahun 1963-1966.
Bab ini mengulas mengenai latar belakang keluarga Ali Sadikin. Meskipun berasal
dari keluarga bangsawan, sosok Ali Sadikin tetap rendah hati dan tidak
menggunakan gelar Raden. Sikap rendah hatinya tersebut menurun dari kedua
orangtuanya. Selain mengulas tentang latar belakang keluarga, bab ini juga
memaparkan riwayat pendidikan, karir dan penghargaan-penghargaan yang
diperoleh Ali Sadikin. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai peristiwa
maritim yaitu pertempuran Laut Arafuru. Meskipun tidak terlibat langsung dalam
pertempuran tersebut, namun Ali Sadikin memiliki peran saat berada di Angkatan
Laut Republik Indonesia. Bab ini juga membahas keterlibatan sektor maritim dalam
konfrontasi Indonesia-Malaysia sehingga dapat dikatakan bahwa konfrontasi
tersebut juga memanfaatkan wilayah perairan.

Bab IV dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan Ali
Sadikin. Kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan pada bidang perkapalan, bidang
pelayaran, dan bidang pelabuhan. Pada bidang perkapalan, Menteri Perhubungan
Laut Ali Sadikin melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 310 Tahun
1964 melaksanakan perjalanan dinas ke negara Jepang dengan tujuan perluasan
usaha-usaha angkutan pada umumnya. Selain melakukan perjalanan dinas, Ali
Sadikin juga mengeluarkan peraturan mengenai kapal-kapal di Indonesia agar
memiliki sertifikasi klasifikasi yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.
Hal itu bertujuan untuk pengawasan keselamatan kapal-kapal yang melakukan
pelayaran diwilayah perairan Indonesia. Selain itu, didirikan pula PT. Kodja
sebagai perusahaan perkapalan milik Indonesia yang menangani permasalahan
kapal dan menyediakan bahan baku kapal-kapal di Indonesia.

Pada bidang Pelayaran, Ali sadikin mengeluarkan peraturan No. P.N. 1/10/16
pada tanggal 4 Desember 1963 tentang informasi dan komunikasi PELNI.
Berdasarkan peraturan tersebut, komunikasi dalam perusahaan PELNI dibatasi
hanya seputar informasi umum saja. Hal ini terjadi karena banyak hal yang

mengancam stabilitas negara, sehingga PELNI sebagai perusahaan negara pada saat
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itu perlu dijaga dan diperhatikan agar terhindar dari serangan-serangan yang
memanfaatkan informasi yang berasal dari perusahaan negara. Pada bidang
pelabuhan, Pemerintah mendirikan the port of forces atau penguasaan-penguasaan
pelabuhan. Port of forces hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi yang memiliki
tanggungjawab mengikat. Meskipun terdapat Dewan Pelabuhan, namun yang
menjadi penanggung jawab utama keadaan pelabuhan adalah port of forces
tersebut. Ali Sadikin menegaskan bahwa penertiban pelabuhan merupakan hal yang
sangat penting dikarenakan tingginya ketidakefisiensi karyawan-karyawan
pelabuhan sehingga menyebabkan kerugian. Bab V atau bab terakhir dalam skripsi
ini berisi simpulan. Simpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam skripsi ini.



